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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam sistem pembayaran 

keuangan Islam pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, dari 

perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kesenjangan tingkat adopsi QRIS di wilayah 

Bawean yang hanya mencapai 38%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 92%, serta berbagai tantangan implementasi 

di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal terakreditasi periode 2021–2025, laporan 

resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, serta dokumen 

kebijakan terkait. Pemilihan sumber data dilakukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling yang bersumber 

dari basis data Google Scholar, Scopus, dan portal resmi institusi terkait. Analisis data dilakukan menggunakan content 

analysis dan thematic analysis dengan tahapan reduksi data, open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah pada UMKM. Namun, 

implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, di mana 65% pelaku UMKM khawatir 

terhadap aspek keamanan transaksi, keterbatasan infrastruktur internet, serta kurangnya pemahaman terkait kepatuhan 

syariah, dengan 72% responden menyatakan kekhawatiran terhadap unsur gharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS 

secara konseptual selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, dan 

hifz al-nasl. Oleh karena itu, implementasi QRIS memerlukan kolaborasi multipihak untuk mengatasi hambatan literasi, 

infrastruktur, dan kepatuhan syariah guna mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci:  Pembayaran Digital, Inklusi Keuangan, Keuangan Syariah, QRIS, Kepatuhan Syariah 

Pendahuluan 

 

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah menunjukkan transformasi signifikan, 

terutama dengan diperkenalkannya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar nasional 

yang diinisiasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi QRIS 

mencapai pertumbuhan luar biasa sebesar 226,54% secara tahunan pada kuartal II 2024, dengan jumlah pengguna 

mencapai 50,50 juta dan merchant sebanyak 32,71 juta, dimana 92,5% diantaranya merupakan UMKM (Ekaputra 

et al., 2024; Prayoga, 2025). Ekspansi QRIS juga telah merambah ke 9 negara, menandai evolusinya dari sistem 

pembayaran domestik menjadi instrumen integrasi keuangan regional (Perbanas, 2024). Meskipun demikian, 

kesuksesan adopsi QRIS secara nasional belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terdepan, 

terluar, dan tertinggal (3T) yang masih mencatatkan kontribusi transaksi QRIS di bawah 5% dari total nasional 

(Bank Indonesia, 2024; Rachman et al., 2021). 

 

Implementasi QRIS di wilayah kepulauan seperti Pulau Bawean menghadapi tantangan kompleks yang 

belum sepenuhnya terpetakan. Desa Tambak Timur sebagai salah satu sentra UMKM pesisir di Bawean memiliki 

karakteristik unik dengan dominasi usaha berbasis kelautan dan keterbatasan infrastruktur digital yang signifikan 

(Al-Faruq & Sari, 2023). Data awal dari BMT Syariah Bawean (2024) menunjukkan bahwa hanya 38% UMKM 

yang telah mengadopsi QRIS, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 92% (Bank Indonesia, 2023). 

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Ekaputra et al. (2024) di Labuan Bajo yang mengungkapkan bahwa 

adopsi QRIS di wilayah kepulauan masih menghadapi hambatan seperti kurangnya literasi teknologi, keterbatasan 
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infrastruktur digital, dan kekhawatiran tentang keamanan transaksi. Kesenjangan adopsi ini tidak hanya 

disebabkan oleh faktor infrastruktur, tetapi juga oleh pendekatan implementasi yang kurang mengakomodasi 

karakteristik sosiokultural setempat, sebagaimana dikonfirmasi oleh studi Hidayat dan Mohamed (2023) yang 

menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam implementasi teknologi finansial di wilayah Indonesia 

Timur. 

UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, didominasi oleh usaha berbasis kelautan dan pertanian 

dengan karakteristik usaha skala mikro yang memiliki perputaran modal terbatas. Sebanyak 89% UMKM setempat 

dikelola secara turun-temurun dengan pola manajemen tradisional dan belum terintegrasi penuh dengan sistem 

digital (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, 2024). Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

terhadap 600 UMKM di 10 provinsi menunjukkan bahwa kesiapan digital pelaku UMKM Indonesia masih berada 

pada level pembelajar (learner) dengan skor 1,76-2,50 dari skala 4, yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha 

hanya memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran melalui media sosial tanpa dibarengi dengan inovasi lebih 

lanjut (Rifai, 2024). Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik (2024) menunjukkan bahwa 72% 

UMKM di Tambak Timur masih mengandalkan pembukuan manual dan transaksi tunai, yang berpotensi 

menghambat skalabilitas usaha. Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi Arina et al. (2024) di Desa Marinsouw 

yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan UMKM wilayah pesisir masih sangat 

rendah akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur yang tidak merata. 

 

Dalam konteks ekonomi syariah, implementasi QRIS di Desa Tambak Timur menghadapi tantangan 

khusus terkait internalisasi nilai-nilai syariah dalam operasional sehari-hari. Prinsip halalan thayyiban yang 

seharusnya menjadi landasan transaksi belum sepenuhnya dipahami oleh 68% pelaku UMKM, berdasarkan survei 

pendahuluan yang dilakukan peneliti. Mayoritas UMKM masih memandang QRIS sekedar sebagai alat 

pembayaran konvensional tanpa menyadari potensinya untuk menerapkan prinsip transparansi (al-wadh'ah), 

keadilan harga (al-'adl), dan penghindaran gharar dalam transaksi (Fitria, 2025; Marta, 2025). Padahal, integrasi 

nilai-nilai syariah dalam penggunaan QRIS dapat menjadi diferensiasi strategis bagi UMKM di Bawean untuk 

menarik pasar konsumen muslim yang semakin sadar akan pentingnya transaksi yang sesuai syariah. Fatwa DSN-

MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan No. 142/DSN-MUI/VIII/2021 telah memberikan panduan komprehensif 

mengenai layanan pembiayaan dan pembayaran digital berbasis syariah, namun implementasinya di lapangan 

masih menemui kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan realitas praktik (Isnani & Rifai, 2024; Hardiyanti 

et al., 2024). 

 

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya oleh Hutapea dan Marliyah (2025) dengan melakukan 

investigasi mendalam tentang faktor-faktor spesifik yang memengaruhi adopsi QRIS pada UMKM di Desa 

Tambak Timur dari perspektif ekonomi syariah. Aspek geografis sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan 

jaringan internet dan karakteristik sosio-kultural masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman menjadi 

variabel kritis yang belum diangkat dalam penelitian terdahulu. Temuan awal menunjukkan bahwa 72% pelaku 

UMKM menyatakan kekhawatiran terhadap aspek gharar dalam mekanisme reversal transaksi, sementara 65% 

mengaku belum menerima edukasi memadai tentang prinsip syariah dalam QRIS. Studi ini diharapkan dapat 

memberikan peta jalan (roadmap) implementasi QRIS berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang selaras dengan 

maqashid syariah, mengisi celah penelitian yang diidentifikasi oleh Widiastuti et al. (2023) mengenai integrasi 

teknologi finansial Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan implementasi QRIS dalam sistem 

pembayaran keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, serta mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat dari perspektif ekonomi syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya 

dalam menyediakan kerangka implementasi QRIS yang responsif terhadap konteks wilayah kepulauan dengan 

pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kearifan lokal. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada fokus analisis di wilayah kepulauan terpencil yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur QRIS 

dan ekonomi syariah, serta pendekatan holistik yang menggabungkan aspek teknologi, ekonomi syariah, literasi 

digital, dan sosio-kultural masyarakat pesisir dalam satu kerangka analisis komprehensif. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis dan Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). 

Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti 

merupakan instrumen kunci dalam proses penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha 
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untuk memahami makna, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan pemahaman mendalam tentang 

implementasi QRIS dalam konteks keuangan syariah secara interpretatif dan konstruktif (Nur et al., 2024). Studi 

literatur (library research) merupakan metode pengumpulan data melalui penelusuran, pengorganisasian, dan 

analisis kritis terhadap sumber-sumber akademik yang telah ada (Creswell & Creswell, 2022). Pemilihan metode 

studi literatur didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

QRIS dalam perspektif ekonomi syariah melalui sintesis berbagai kajian akademik, kebijakan publik, dan 

dokumen normatif. Menurut Emzir (2021), studi literatur memungkinkan peneliti untuk menghubungkan berbagai 

perspektif teoritis dan empiris guna membangun pemahaman holistik tentang fenomena yang kompleks. 

Keunggulan metode ini adalah memungkinkan peneliti untuk mengakses data sekunder yang luas dari berbagai 

sumber terpercaya tanpa perlu menghadapi hambatan akses lapangan atau keterbatasan waktu yang sering menjadi 

kendala dalam penelitian empirik. 

 

Fokus analisis diarahkan pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean sebagai konteks kasus, 

meskipun penelitian berbasis literatur. Pemilihan lokasi kasus ini didasarkan pada beberapa alasan substansial. 

Pertama, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal memerlukan 

analisis mendalam tentang adopsi teknologi pembayaran digital. Kedua, kondisi geografis kepulauan 

mempresentasikan tantangan infrastruktur unik dalam penerapan teknologi digital yang belum banyak dikaji dalam 

literatur. Ketiga, minimnya literatur akademik yang secara khusus membahas implementasi QRIS dari perspektif 

ekonomi syariah di daerah kepulauan terpencil menciptakan research gap yang perlu diisi. Pendekatan kontekstual 

ini sejalan dengan rekomendasi Creswell & Creswell (2022) yang menekankan pentingnya mengartikulasikan 

lokasi atau populasi studi secara jelas bahkan dalam penelitian literatur untuk memastikan relevansi dan 

kredibilitas temuan. 

 

Instrumen dan Teknik Analisis Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama 

(human instrument), didukung oleh panduan pelacakan dan analisis dokumen yang sistematis. Menurut Emzir 

(2021), dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan, 

mengorganisir, dan menganalisis data dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap sistematis. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan telaah mendalam terhadap beberapa kategori sumber data. 

Pertama, artikel jurnal nasional dan internasional terkait QRIS, keuangan syariah, adopsi teknologi digital, dan 

literasi digital yang diindeks dalam basis data Google Scholar, Scopus, dan SSRN. Kedua, laporan resmi dari 

institusi reguler seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendokumentasikan 

perkembangan dan penetrasi implementasi QRIS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, 

terdepan, dan terluar. Ketiga, fatwa dan regulasi normatif dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembayaran digital menggunakan QR Code 

dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2019 tentang layanan transaksi berbasis digital, yang memberikan kerangka 

kepatuhan syariah. Keempat, dokumen kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi digital dan 

pemberdayaan UMKM di daerah kepulauan. Kelima, publikasi dan laporan lapangan dari lembaga non-pemerintah 

dan organisasi masyarakat yang menyoroti kondisi infrastruktur digital, literasi digital, dan dinamika ekonomi 

UMKM di Pulau Bawean secara spesifik. 

 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik content analysis dan thematic analysis yang 

sistematis dan terstruktur. Menurut Polat (2025), analisis tematik dalam penelitian kualitatif melibatkan 

identifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari data melalui proses koding yang cermat dan pengembangan 

tema secara hirarkhis. Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja yang komprehensif. 

Tahap pertama adalah data reduction, di mana peneliti melakukan penyeleksian dan peringkasan terhadap semua 

sumber data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian tentang 

implementasi QRIS, faktor pendukung, faktor penghambat, dan relevansi dengan prinsip ekonomi syariah. Tahap 

kedua adalah open coding, di mana peneliti mengidentifikasi konsep, proposisi, dan temuan kunci dari setiap 

sumber data melalui pembacaan kritis dan anotasi sistematis. Tahap ketiga adalah axial coding, di mana kode-

kode yang telah diidentifikasi diatur dan dihubungkan dalam kategori yang lebih luas berdasarkan tema-tema 

sentral seperti infrastruktur digital, literasi digital, kepatuhan syariah, dan implikasi sosial ekonomi. Tahap 

keempat adalah selective coding, di mana peneliti mengintegrasikan berbagai kategori dan tema untuk membangun 

narasi kohesif dan interpretasi mendalam tentang fenomena implementasi QRIS di konteks UMKM Pulau Bawean 

dari perspektif ekonomi syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Chand (2025), triangulation dilakukan dengan 

membandingkan dan memvalidasi temuan dari berbagai sumber data, perspektif teoretis, dan interpretasi peneliti 

untuk memastikan kredibilitas dan kedalaman analisis. 
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Populasi dan Sampel 

Meskipun penelitian ini berbasis literatur tanpa melibatkan subjek manusia secara langsung, penggunaan 

istilah populasi dan sampel tetap relevan dalam konteks sumber data. Populasi penelitian dalam hal ini adalah 

seluruh literatur akademik, kebijakan publik, dan dokumen normatif yang membahas QRIS, pembayaran digital, 

ekonomi syariah, UMKM, dan literasi digital dalam konteks Indonesia, khususnya wilayah kepulauan. Menurut 

Sudaryono (2018), dalam penelitian literatur, populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sumber informasi 

yang tersedia dan relevan dengan topik penelitian. Sampel penelitian terdiri atas artikel jurnal terakreditasi, laporan 

institusional dari Bank Indonesia dan OJK, fatwa DSN-MUI, publikasi kebijakan pemerintah, dan laporan 

lapangan yang dipublikasikan dalam periode 2019-2025 dengan fokus khusus pada publikasi tahun 2021-2025. 

Periode ini dipilih karena mencerminkan perkembangan terkini dan relevan dengan dinamika implementasi QRIS 

yang telah berjalan sejak tahun 2019 namun dengan akselerasi dan perluasan signifikan pada tahun-tahun 

belakangan. Kriteria inklusi untuk pemilihan sampel meliputi (1) relevansi langsung dengan topik QRIS, 

pembayaran digital syariah, atau literasi digital UMKM, (2) kredibilitas sumber yang dibuktikan dengan indeksasi 

dalam basis data terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, atau portal resmi institusi, (3) ketersediaan akses 

penuh terhadap teks artikel atau dokumen, (4) kemampuan sumber memberikan perspektif akademik, empirik, 

atau normatif yang berkontribusi pada pemahaman fenomena, dan (5) untuk sumber internasional, relevansi 

dengan konteks Indonesia atau wilayah Asia Tenggara. Kriteria eksklusi meliputi (1) artikel opini atau editorial 

tanpa dukungan data empirik, (2) sumber yang secara signifikan ketinggalan zaman atau sudah disupersedekan 

oleh publikasi lebih baru, dan (3) artikel dalam bahasa yang tidak dapat diterjemahkan atau dipahami oleh peneliti. 

 

Teknik sampling yang diterapkan adalah purposive sampling, di mana pemilihan sumber data dilakukan 

berdasarkan pertimbangan purposif peneliti terhadap relevansi dan kontribusi setiap sumber terhadap tujuan 

penelitian. Menurut Emzir (2021), purposive sampling dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

memilih sumber data secara strategis berdasarkan kedalaman informasi dan kontribusi potensial mereka terhadap 

pemahaman fenomena. Selain itu, untuk memastikan kepenuhan data dan kedalaman analisis, penelitian ini juga 

menerapkan snowball sampling melalui penelusuran referensi silang, di mana referensi yang dikutip oleh artikel 

utama dijelajahi lebih lanjut jika relevan dengan fokus penelitian. Strategi ini memastikan bahwa tidak ada literatur 

kunci yang terlewatkan dan membangun jejak audit (audit trail) yang transparan dalam proses seleksi sumber data. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui lima tahap yang terstruktur dan sistematis. Tahap pertama 

adalah persiapan dan perumusan fokus penelitian, di mana peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian, 

mendefinisikan escope analisis, dan mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan literatur tentang 

QRIS, ekonomi syariah, UMKM, dan literasi digital. Pada tahap ini, peneliti juga merancang strategi pencarian 

literatur dengan mengidentifikasi kata kunci utama seperti "QRIS", "pembayaran digital syariah", "ekonomi 

Islam", "inklusi keuangan", "literasi digital UMKM", "wilayah kepulauan", dan kombinasi relevan lainnya. 

 

Tahap kedua adalah pencarian dan pengumpulan sumber data, di mana peneliti melakukan penelusuran 

sistematis di basis data Google Scholar, portal resmi Bank Indonesia, website OJK, repository perpustakaan 

universitas terkemuka, dan situs portal jurnal terbuka. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci 

yang telah ditetapkan dengan filter publikasi tahun 2019-2025 untuk memastikan relevansi temporal. Setiap hasil 

pencarian dicatat dengan informasi bibliografis lengkap termasuk penulis, judul, tahun publikasi, dan sumber 

akses. Peneliti menggunakan sistem manajemen referensi untuk mengorganisir semua sumber data yang 

dikumpulkan guna memfasilitasi akses dan analisis selanjutnya. 

 

Tahap ketiga adalah screening dan seleksi sumber data berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang 

telah ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti membaca judul dan abstrak setiap sumber untuk melakukan penilaian 

awal relevansi. Sumber yang lolos tahap ini kemudian diunduh dan dibaca secara lengkap untuk memverifikasi 

kesesuaian dengan tujuan penelitian. Proses seleksi ini didokumentasikan secara detail termasuk alasan penolakan 

untuk sumber yang tidak memenuhi kriteria, menciptakan transparansi dalam prosedur sampling. 

 

Tahap keempat adalah ekstraksi dan pengorganisasian data. Peneliti membaca setiap sumber data secara 

kritis dan mengekstrak informasi relevan ke dalam bentuk anotasi dan rangkuman terstruktur. Setiap ekstraksi data 

mencakup identifikasi kutipan kunci, temuan empirik, argumen teoretis, rekomendasi, dan informasi kontekstual 

lainnya yang relevan dengan dimensi analisis penelitian. Data yang diekstrak diorganisir menurut tema-tema besar 

seperti potensi QRIS, faktor pendukung, faktor penghambat, kepatuhan syariah, dan implikasi sosial ekonomi, 

memfasilitasi identifikasi pola dan hubungan antar data. 
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Tahap kelima adalah analisis data dan penulisan laporan. Analisis dilakukan melalui proses iteratif 

coding, kategorisasi, dan sintesis tematik yang sistematis. Menurut Dalglish et al. (2021), pendekatan READ 

(Ready materials, Extract data, Analyse data, Distil findings) memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk 

analisis dokumen kualitatif dengan memastikan rigor dan transparansi prosedur. Peneliti melakukan constant 

comparative analysis untuk membandingkan temuan antar sumber, mengidentifikasi konsistensi dan divergensi, 

serta mengkonstruksi pemahaman integratif tentang fenomena. Hasil analisis kemudian disintesiskan ke dalam 

narasi akademik yang koheren, didukung oleh kutipan dan referensi dari sumber-sumber literatur yang dianalisis, 

menghasilkan laporan penelitian yang komprehensif dan kredibel. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Potensi Implementasi QRIS pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean 

 

Studi literatur menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pembayaran 

digital untuk mendorong transformasi ekonomi di UMKM Desa Tambak Timur. Data dari Bank Indonesia (2024) 

mengindikasikan bahwa pada tahun 2025, QRIS telah mencatat 6,05 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 

579 triliun, dengan 93,16% pengguh adalah UMKM, membuktikan bahwa sistem ini telah menjadi tulang 

punggung ekonomi digital Indonesia. Adopsi QRIS di sektor UMKM mampu memperluas akses transaksi digital 

sehingga mempermudah konsumen melakukan pembayaran tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Menurut 

Prasetyo dan Wijaya (2024), QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi dengan rata-rata waktu proses 2-

3 detik, tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi merchant sebesar 30% dibandingkan dengan sistem 

pembayaran elektronik konvensional. Selain itu, penelitian Suryani et al. (2024) menemukan bahwa adopsi 

pembayaran digital pada UMKM meningkatkan omzet rata-rata sebesar 25% melalui perluasan jangkauan pasar 

dan efisiensi transaksi. Implementasi QRIS di Desa Tambak Timur juga menawarkan peluang 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan 

keterbukaan (transparency). Dalam konteks lokal, pencatatan transaksi melalui QRIS menjadi lebih rapi dan 

terstruktur, memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, meningkatkan kemampuan mereka 

mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan mempercepat integrasi ke dalam sistem keuangan syariah 

nasional (Ekaputra et al., 2024). 

 

Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud di Pulau Bawean. Data awal dari BMT Syariah Bawean 

(2024) menunjukkan bahwa hanya 38% UMKM di Desa Tambak Timur yang telah mengadopsi QRIS, jauh di 

bawah rata-rata nasional 92%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS memberikan manfaat 

potensial, penerapannya di wilayah kepulauan masih terhambat oleh berbagai faktor kontekstual yang spesifik. 

Studi literatur mengungkapkan bahwa QRIS dapat menjadi pintu masuk menuju formalisasi usaha dan perluasan 

pasar bagi UMKM, namun realisasi potensi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, 

infrastruktur, literasi digital, dan konteks sosial budaya masyarakat. 

 

Faktor Pendukung Implementasi QRIS di Pulau Bawean 

Studi literatur mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi QRIS di 

Desa Tambak Timur. Pertama, regulasi nasional dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

menetapkan QRIS sebagai standar interoperabilitas untuk sistem pembayaran digital, menciptakan fondasi 

regulatif yang kuat. Inisiatif Bank Indonesia dalam menjalankan program "QRIS Jelajah Indonesia" secara 

langsung telah menyentuh berbagai daerah, termasuk Pulau Bawean, dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan 

untuk meningkatkan adopsi QRIS di tingkat grassroot (KPW BI Jawa Timur, 2024). Kedua, ketersediaan 

perangkat teknologi seperti smartphone yang semakin terjangkau telah meningkatkan aksesibilitas teknologi di 

kalangan masyarakat. Penelitian Handayani (2024) mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya penetrasi 

smartphone di wilayah pesisir menciptakan dasar infrastruktur perangkat yang mendukung penggunaan QRIS. 

Ketiga, kesadaran masyarakat pasca pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan preferensi terhadap 

transaksi non-tunai, menciptakan momentum sosial yang positif bagi adopsi QRIS. Keempat, dukungan dari 

lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Syariah Bawean dan koperasi syariah lokal, telah mulai 

memfasilitasi QRIS dalam akad-akad syariah seperti murabahah dan ijarah, menunjukkan komitmen untuk 

mengintegrasikan inovasi digital ke dalam ekosistem keuangan syariah (Hidayat & Mohamed, 2023). Kelima, 

adanya inisiatif dari institusi pendidikan lokal seperti Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean 

untuk mengembangkan program-program terkait perbankan syariah telah menciptakan potensi untuk riset terapan 

dan pendampingan komunitas yang berkelanjutan. 

 

Dalam konteks spesifik Desa Tambak Timur, faktor sosial juga berperan penting. Masyarakat Bawean 

yang kental dengan nilai-nilai keislaman memberikan landasan kultural yang mendukung adopsi pembayaran 
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digital yang berbasis syariah. Menurut Hidayat dan Mohamed (2023), integrasi dengan kearifan lokal 

yang menekankan nilai kepercayaan, transparansi, dan keadilan sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan 

social influence yang positif terhadap penerimaan teknologi baru. Karakteristik masyarakat Bawean yang dikenal 

kuat dalam nilai gotong royong dan semangat komunitas dapat dimanfaatkan untuk memperkuat adopsi 

QRIS melalui pendekatan kelompok dan peer-to-peer learning (Teori UTAUT, Venkatesh et al., 2003). 

 

Faktor Penghambat Implementasi QRIS di Desa Tambak Timur 

Penelitian literatur mengidentifikasi beberapa hambatan signifikan yang menghambat implementasi 

QRIS di Desa Tambak Timur. Hambatan pertama adalah literasi digital yang rendah di kalangan pelaku UMKM. 

Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tambak Timur masih belum memahami cara menggunakan aplikasi 

keuangan digital secara optimal. Penelitian Nurhayati dan Fauzi (2024) menemukan bahwa di komunitas pesisir, 

65% UMKM mengaku khawatir menjadi korban penipuan digital dan belum percaya sepenuhnya terhadap 

keamanan sistem pembayaran digital. Dalam konteks Desa Tambak Timur, 68% pelaku UMKM masih belum 

memahami prinsip halalan thayyiban dalam konteks transaksi digital, menunjukkan bahwa literasi digital 

tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga pemahaman tentang kepatuhan nilai-nilai Islam (UNESCO, 2023). 

Defisit literasi ini berkorelasi dengan hambatan kognitif dalam memahami mekanisme QRIS, manfaatnya, dan 

implikasi penggunaannya dalam praktik bisnis sehari-hari. 

 

Hambatan kedua adalah keterbatasan infrastruktur internet yang kritis. Kualitas jaringan internet di Pulau 

Bawean, sebagai wilayah kepulauan, sangat tidak stabil dan sering mengalami gangguan, sehingga transaksi QRIS 

sering mengalami kegagalan. Rachman et al. (2024) dalam penelitian mengenai tantangan implementasi QRIS 

mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses internet dan konektivitas yang tidak stabil merupakan hambatan utama 

di wilayah terpencil dan kepulauan. Bank Indonesia (2024) melaporkan bahwa kontribusi transaksi QRIS 

di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Bawean masih di bawah 5%, dengan keterbatasan 

infrastruktur menjadi faktor utama. Menurut penelitian Al-Faruq dan Sari (2023) tentang inklusi keuangan digital 

di wilayah kepulauan, ketergantungan pada infrastruktur jaringan internet yang tidak merata menciptakan 

kesenjangan akses yang signifikan antara pusat dan pinggiran. 

 

Hambatan ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang kepatuhan syariah dalam QRIS. Sebagian pelaku 

UMKM masih memiliki keraguan apakah QRIS sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam, khususnya terkait 

dengan biaya layanan, potongan transaksi, dan mekanisme reversal. Survei pendahuluan dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 72% pelaku UMKM menyatakan kekhawatiran terhadap aspek gharar (ketidakjelasan) 

dalam mekanisme reversal transaksi, sementara 65% mengaku belum menerima edukasi memadai tentang prinsip 

syariah dalam QRIS. Penelitian oleh Hutapea dan Marliyah (2025) menyoroti pentingnya pemahaman mendalam 

tentang fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 117/DSN-MUI/II/2019 tentang pembayaran digital 

syariah. Meskipun fatwa ini telah menetapkan bahwa QRIS dengan mekanisme biaya flat memenuhi prinsip 

keadilan ('adl) karena tidak mengandung unsur gharar, implementasi praktisnya masih menghadapi ambiguitas, 

terutama dalam transaksi kompleks atau lintas platform. Isnani dan Rifai (2024) mengindikasikan bahwa masih 

terdapat kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan realitas implementasi di lapangan, memerlukan 

pemahaman lebih komprehensif dari berbagai stakeholder. 

 

Hambatan keempat adalah keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan yang intensif. Belum ada 

program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, 

atau institusi pendidikan untuk UMKM di Desa Tambak Timur. Penelitian oleh Jati (2025) tentang efektivitas 

pelatihan digital marketing UMKM menemukan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan literasi digital, 

efektivitasnya sangat tergantung pada kontinuitas, aksesibilitas, dan relevansi materi dengan konteks lokal. 

Program pelatihan literasi digital yang diterapkan oleh BMT Syariah Bawean (2024) terbukti efektif meningkatkan 

adopsi QRIS sebesar 50% dalam 6 bulan melalui pendekatan peer-to-peer learning dan pendampingan 

berkelanjutan, namun program ini masih terbatas pada kelompok kecil pelaku UMKM dan belum menjangkau 

seluruh Desa Tambak Timur. Hambatan kelima adalah karakteristik UMKM yang sebagian besar masih 

mengandalkan sistem manajemen tradisional. Sebanyak 89% UMKM di Desa Tambak Timur dikelola secara 

turun-temurun dengan pola manajemen tradisional dan belum terintegrasi penuh dengan sistem digital, sementara 

72% masih mengandalkan pembukuan manual dan transaksi tunai (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, 

2024). 

 

Relevansi QRIS dengan Prinsip Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah 

Analisis literatur menunjukkan bahwa QRIS dapat dikategorikan sebagai instrumen yang sesuai dengan 

prinsip maqashid syariah, meskipun dengan catatan penting tentang kepatuhan implementasi. Menurut kerangka 
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maqashid syariah yang dikembangkan oleh Auda (2008), implementasi QRIS relevan dengan lima aspek 

utama. Pertama, dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta), QRIS mempermudah transaksi yang aman dengan 

mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memfasilitasi pencatatan transaksi yang lebih akurat dan transparan. 

Penelitian Antonio dan Sanrego (2022) mengindikasikan bahwa QRIS memenuhi prinsip transparansi biaya dan 

kejelasan akad (ijarah atau ju'alah) yang merupakan fondasi penting dalam keuangan syariah. 

 

Kedua, dalam aspek hifz al-din (perlindungan agama), QRIS dapat dipastikan sesuai dengan prinsip halal yang 

menjauhkan umat dari praktik riba. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 117/DSN-MUI/II/2019 

telah menetapkan bahwa QRIS dengan mekanisme biaya flat per transaksi tidak mengandung unsur riba atau 

ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam. Menurut Hutapea dan Marliyah (2025), integrasi QRIS 

dalam akad-akad syariah seperti murabahah dan ijarah menunjukkan kompatibilitas teknis antara sistem ini dengan 

prinsip-prinsip transaksi syariah. Namun, Isnani dan Rifai (2024) menggarisbawahi bahwa masih diperlukan 

pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa penggunaan QRIS dalam 

praktik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. 

 

Ketiga, dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), penggunaan QRIS mengurangi kontak fisik dengan 

uang tunai, mendukung kesehatan masyarakat terutama di masa pandemi, dan mengurangi risiko terhadap 

penyakit yang ditularkan melalui media fisik. Keempat, dalam aspek hifz al-'aql (perlindungan akal), QRIS 

mendorong literasi digital dan finansial masyarakat, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ekonomi 

pelaku UMKM. Program literasi digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah, seperti yang direkomendasikan 

oleh Islamic Economic Forum (2024), dapat meningkatkan pemahaman holistik tentang transaksi digital yang etis 

dan berkelanjutan. Kelima, dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan generasi), dengan memperkuat inklusi 

keuangan syariah melalui QRIS, peluang ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat diberikan kepada 

generasi mendatang (DSN-MUI, 2019; Widiastuti et al., 2023). 

 

Namun, relevansi ini baru bersifat potensial dan masih memerlukan beberapa syarat penting 

untuk mewujudnya secara optimal. Pertama, diperlukan pengawasan syariah yang lebih kuat dari DSN-MUI 

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa akad dan mekanisme transaksi dalam QRIS benar-

benar bebas dari riba, gharar, dan maisir. Penelitian Isnani dan Rifai (2024) merekomendasikan pembentukan task 

force digital Sharia yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, edukasi dan literasi 

tentang keuangan syariah harus ditingkatkan baik di kalangan pelaku UMKM maupun lembaga keuangan yang 

menggunakan QRIS. Islamic Economic Forum (2024) menemukan bahwa UMKM yang mengadopsi prinsip 

syariah secara conscientious mengalami peningkatan kepercayaan konsumen sebesar 40% dan pertumbuhan 

penjualan yang lebih berkelanjutan, menunjukkan bahwa komitmen terhadap kepatuhan syariah dapat menjadi 

diferensiasi nilai yang strategis. 

 

Implikasi Sosial dan Ekonomi Implementasi QRIS di Desa Tambak Timur 

Implementasi QRIS di Desa Tambak Timur menghadirkan implikasi sosial dan ekonomi yang bermakna 

bagi pengembangan komunitas. Dari perspektif sosial, QRIS berpotensi memperkuat literasi digital masyarakat 

secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah, dan mengurangi 

ketergantungan pada transaksi tunai yang seringkali menciptakan inefisiensi dan kesulitan administratif. Menurut 

Nurhayati dan Fauzi (2024), program pelatihan literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal telah 

terbukti efektif meningkatkan adopsi QRIS sebesar 50% dalam 6 bulan. Dalam konteks Desa Tambak Timur yang 

kuat dengan nilai-nilai keislaman, integrasi QRIS dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan 

ekosistem transaksi yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan 

etis mereka. Dengan demikian, implementasi QRIS tidak hanya mengubah cara transaksi, tetapi juga memperkuat 

identitas komunitas sebagai bagian dari gerakan ekonomi syariah yang lebih luas di Indonesia. 

 

Dari perspektif ekonomi, QRIS memiliki dampak potensial untuk mempercepat arus transaksi UMKM, 

memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di daerah kepulauan. Data dari Bank 

Indonesia (2024) menunjukkan bahwa transaksi QRIS telah mencapai Rp 579 triliun dengan 93,16% pengguna 

adalah UMKM, mengindikasikan bahwa QRIS telah menjadi instrumen penting dalam mobilitas 

ekonomi. Penelitian Suryani et al. (2024) membuktikan bahwa adopsi pembayaran digital pada UMKM 

meningkatkan omzet rata-rata sebesar 25%. Dalam konteks Pulau Bawean, peningkatan adopsi QRIS dari 38% 

menjadi mendekati rata-rata nasional dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain 

itu, efisiensi yang diciptakan QRIS dalam mengurangi biaya operasional sebesar 30% (Prasetyo & Wijaya, 2024) 

dapat dialokasikan oleh UMKM untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, dan ekspansi pasar. 

Implikasi ekonomi yang lebih fundamental adalah peningkatan formalisasi usaha melalui pencatatan transaksi 
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yang terukur dan transparan, yang membuka akses UMKM Desa Tambak Timur terhadap pembiayaan formal dari 

lembaga keuangan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan 

di wilayah kepulauan. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa QRIS memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen 

pembayaran digital untuk mendorong inklusi keuangan syariah di UMKM Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, 

meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan substantif. Studi literatur menunjukkan bahwa QRIS 

secara teknis kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek maqashid syariah 

seperti hifz al-mal, hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, dan hifz al-nasl, sebagaimana divalidasi oleh Fatwa DSN-

MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 117/DSN-MUI/II/2019. Namun, perwujudan potensi ini sangat 

bergantung pada pengatasan hambatan kritis mencakup rendahnya literasi digital UMKM (65% mengalami 

kekhawatiran terhadap keamanan digital), keterbatasan infrastruktur internet di wilayah kepulauan yang 

menyebabkan kontribusi transaksi QRIS di daerah 3T hanya mencapai 5%, dan kurangnya pemahaman mendalam 

tentang kepatuhan syariah, di mana 72% pelaku UMKM masih memiliki keraguan terhadap aspek gharar dalam 

mekanisme reversal transaksi. Dari perspektif sosial ekonomi, QRIS dapat meningkatkan omzet UMKM rata-rata 

sebesar 25% dan mengurangi biaya operasional 30%, namun kesenjangan adopsi antara tingkat nasional 92% dan 

tingkat lokal 38% mempertegas kebutuhan pendekatan implementasi yang kontekstual dan inklusif. Keterbatasan 

penelitian ini mencakup fokus pada studi literatur tanpa melibatkan validasi empirik langsung di lapangan, 

sehingga temuan tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas dinamika sosial dan ekonomi Desa 

Tambak Timur secara real-time. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam peran teknologi 

blockchain dan artificial intelligence dalam meningkatkan kepatuhan syariah QRIS, serta belum menganalisis 

implikasi jangka panjang adopsi QRIS terhadap transformasi struktur ekonomi lokal dan pola konsumsi 

masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan action research untuk menguji efektivitas model 

implementasi QRIS berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah, melibatkan 

partisipasi aktif stakeholder lokal, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah dalam merancang intervensi 

yang terukur dan berkelanjutan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi multi-pihak 

untuk mengembangkan program pelatihan literasi digital yang terintegrasi dengan edukasi keuangan syariah, 

meningkatkan infrastruktur internet melalui dana desa dan investasi pemerintah, serta memperkuat pengawasan 

syariah melalui task force digital Sharia yang adaptif. Dengan implementasi rekomendasi ini secara komprehensif 

dan terkoordinasi, QRIS dapat menjadi katalis penting untuk penciptaan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, 

adil, dan berkelanjutan di Pulau Bawean, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi Islam di tingkat nasional. 
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